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MOTTO

Umumnya yang Namanya Debitur Zaman Sekarang Menggunakan Separufi
Kecerdikannya Untuk Memperoleh Kredit, Sementara Separuh Lagi Digunakan
'Untu{,ﬂimge:fh{fd{emﬁa_}rar Kredit Tersebut, Sehingga Praktis Tidak Ada Lagi

Tersisa ‘Kecerdikannya Untuk Berbisnis?

"Munir Fuadi,§$ H . M.H..LL_M.( Hukum Perkreditan Kontemporer hal 1.1996)
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RINGKASAN

Manusia selalu dipenuhi  dengan kestbukan-kesibukan pada masa
kehidupannya untuk menunjang akifitas dalam beninteraksi dengan orang lain,
Mercka memerlukan berbagai macam sarana termasuk vang untuk memenuhi
kebutuhannya. Dalam hal ini uang adalah sarana terpenting untuk manusia dalam
menunjang kehidupan perekonomiannya. Namun tidak semua manusia mampu
memenuhi semua kebutuhan dengan sendirinva, mereka membutuhkan bantuan
orang lain, karena manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendini.
PT Bank Jatim Cabang Lumajang memberikan bantuan berupa kredit kepada para
nasabahnya, hal ini bertujuan selain untuk membantu masyarakat yang mengalami
kesulitan kevangan disisi lam untuk meningkatkan kualitasnya dimata masyarakat
dan perkembangan bagi bank sendiri. Namun terdapal nasabah bank karena
kesulitan kevangan akibat situasi yang kurang menguntungkan, tanaman jeruk
vang dibudidayakannya mati terkena hama schingga tidak memberikan hasil,
Kondisi tersebut menyebabkan debitur tidak mampu membavar/ melunasi kredit
berdasarkan jangka waktu vang telah disepakati. Oleh karena itu menyebabkan
terjadinva kredit macet pada PT Bank jatim Cabang Lumajang. Dengan peristiwa
terscbut maka Penyusun tertank untuk membahas skripsi dengan judul
“ANALISIS  YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYELESAIAN
KREDIT MACET PADA PT BANK JATIM CABANG LUMAJANG™.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian
kredit macet yang dilakukan oleh PT Bank Jatim Cabang Lumajang, cara
penvelesatan kredit macet yang disebabkan karena tidak cukupnya jumlah
jaminan dari debitur setelah dijual untuk melunasi pinjamannya di bank dan upaya
hukum yang dilakukan oleh kreditur apabila debitur wansprestasi dan hanya
mempunyai harta yang dijaminkan tersebut.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan
masalah secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur,
studi pustaka dan wawancara langsung yang berkaitan dengan masalah yang ada,
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PT Hank Janm Cabung Lwmaang dalam menyelesaikan Kredit macet
melalul BUTPLN, karena terbukti baliwa debitur sulit diajak komunikasi. Selain itu
upaya penyelesaian kredit macel apabila jaminan dari debitur sctelah dijual
ternvata tidak bisa mencukupi untuk melunasi pinjamannya di bank. maka pihak
bank akan mengajukan eksekusi melalul pengadilan dan apabila jaminannya tidak
mencukupi maka akan diajukan gugatan biasa dengan menyita barang-barang
milik debitur meskipun barang-barang miliknya tidak menjadi jaminan di bank.
Upaya penyelesalan kredit macel apabila debilur wansprestasi dan  hanya
mempunyat harta yang dijanunkan maka bank hanya dapal menunggu sampai
debitur mempunyai harta kekayaan baru yang dapat dirmintakan untuk pemenuhan
kewajibannya dan akan terus melakukan penagihan kepada debitur wansprestasi.

Berdasarkan wraian di atas maka saran yvang dapat diberikan berkaitan
dengan masalah wyang ada vaitu pihak perbankan sebaiknya melakukan
pembersihan terhadap adanya upaya kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh
pejabat penguasa baik di lmgkungan bank itu sendiri maupun di luar lingkungan
bank. Selain itu untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kredit macet maka
pithak bank harus lebih hat-hatt dan lebih cermat sehingpa tidak terjadi
keteledoran dalam mebenkan  kredit. Pihak  debitur juga harus mampuo
bertanggung jawab dan memiliki sikap disiplin dalam rangka penyaluran kredit
agar tidak terjadi kredit macet.

X1
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Digital Repository Universitas-Jember

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang semakin maju merupakan usaha peningkatan
kualitas sumber dava manusia dan masyarakal Indonesia vang dilakukan secara
berkelanjutan  dengan  berlandaskan  Kemampuan  dan pemanfaatan  ilmu
pengetahuan dan teknologt serta perhatiannya terhadap tantangan global.
Pemerintah dengan dukungan partisipasi masyarakal merupakan subjek dari
pembangunan it sendin schingga beberapa sekior pembangunan harus dapat
dilaksanakan guna mencapai masyarakat adil dan makmur baik matenil maupun
spintull berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

Kemajuan pembangunan mm sangat berpengarub terhadap pertumbuhan
dan perkembangan perusahaan sebagai unit ekonomi, karena salah satu program
pembangunan juga menunjukkan perkembangan pesat terutama dalam bidang
perekonomian. Kemajuan perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran serta
perusahaan dan atau lembaga-lembaga keuangan Salah satu sarana yang
mempunyal peran dalam memngkatkan dan memajukan duma perekonomian
adalah perbankan. I'eranan tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai
suatu lembaga pembiayaan yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakut secara efekul dan efisien yang berasaskan demokrasi ekonomi.
mendukung  pelaksanasan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasiinya, pertumbuban ckonomi dan stabilnas
nasional kearah peningkatan taral hidup rakyat.

Bank dalam memalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada landasan
operasional, vakni  berpedoman pada  ketentuan-ketentuan dan  peraturan-
peraturan Dalam hal ini terdapat dua landasan vaitu landasan intern dan cksteren
| andasan intern bersumber pada ketentuan-ketentuan dan pihak manajemen bank
it sendin dalam hal ini Direksi, berupa Surat Keputusan/ Surat Keputusan
Direksi, Landasan eksteren berasal dan ketentuan pemenntah dalam hal int Bank

Indonesia selaku Bank Sentral dan Departemen Keuangan.
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Selain itu dalam menjalankan peranannya tersebut bank bertindak sebagai
salah satu bentuk lembaga keuangan vang bertujuan memberikan kredit dan jasa-
Jasa perbankan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan oleh bank baik
dengan modal sendin atau dengan jalan memperdagangkan alat-alat pembavaran
baru berupa uang giral (OP Simorangkir, 1989:33)

Dalam dumia perbankan, pimjaman atau kredit sangal penting dalam
rangka peningkatan kemakmuran rakvat. Hal ini merupakan sarana untuk
berusaha ataupun modal yang digunakan sebagai dasar suatu usaha. karena bank
merupakan salah satu perantara antara pemerintah dengan masyarakat dalam
bentuk peredaran lalu lintas uang, sehingga pencerminan wujud utama fungsi
bank adalah scbagai media yang sangat penting jika dilihat dari produk jasa vang
dihasilkan.

Bank dalam rangka meningkatan kebutuhan masyarakat dalam bidang
penyimpanan dan peminjaman uang maka harus mampu menjamin kepastian dan
keamanan bagt masvarakat Namun, dalam pemberian suatu kredit, bank tidak
begitu  saja mengabulkan permintaan masyarakat, tetapl  harus mempunyai
pedoman bahwa masyarakat sebagai nasabah harus memenuhi persyaratan yang
dilihat berdasarkan character, capability, capital, collateral dan condition of
economy (prinsip 5°C)

Bank dalam membenkan kredit yang berpedoman pada 5°C tidak selalu
sesual dengan apa yang diharapkan, dalam kenyataannya ada sebagian nasabah
vang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan pimyjaman kepada pihak bank
Akibatnya nasabah (debitur) tidak dapat membayar lunas hutangnya, schingga
meyebabkan terjadinya kredit macet

Kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain
1. Analisa dan pertimbangan yang tidak tepat antara lain

a. Keudak juuran  pejabat  tersebut  mungkin  faktor subvektif  atay
dipengaruhi

b Kekurang cermatan menilai hasil-hasil produksi/ hasil untuk mana kredit
dimohonkan.

¢ kekurang cermatan menilar nasabah debitur,
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2. Penlaku nasabah debitur
a. Kredit yang diperoleh digunakan tidak sesuai dengan permohonan
b. Untuk memperoleh kredit dilakukan daya upaya yang tidak benar misalnya
keadaan-keadaan yang tidak benar
. Karena situasi yang tidak menguntungkan, misalnya pengelola perusahaan
baik, tetapi negara, tempat pelemparan produks: sccara mendadak dalam
keadaan perang maka perolehan uang menjadi sulit.
Kredit macet merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan
kerugian yang tidak kecil, beberapa kerugian tersebut adalah -
| Bila kredit macet dibiarkan berlarut-larut maka dapat menyebabkan kerugan
materi, karena nilai jaminan sudah tdak cukup untuk menutup  seluruh
kewajiban nasabah debitur. Hal ini dapat terjadi atas dasar pokok pinjaman

terus dikenakan beban bunga yang semakin lama semakin besar

]

Banyaknya kredit macet yang terjadi merusak reputas pembenan kredit
dengan baik. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kesehatan bank. karena
setiap periode tertentu bank diharuskan membuat laporan kolektibilitas kepada
Bank Indonesia yang berisi kualitas pinjaman vang telah disalurkan (lancar.

kurang lancar, diragukan dan macet )

-

Kerugian lainnya vang ditimbulkan dan kredit macet adalah lerganggunya
pemasukkan dana bank karena dana yang diharapkan masuk dan pelunasan
kredit tertunda atau ndak terjadi, sementara itu kewajiban bank kepada pihak
ketiga ( seperti deposan atau para penabung ) tidak dapat atau tidak bolch
ditunda lag
4 Dana vang terikat kredit macet mengakibatkan bank tidak dapat mengadakan
pilthan investasi yang lebih menarik dan memberi hasil vang lebih, akibatnva
pertumbuhan bank akan erhambat (Muhammad Djumhana, 1996:247)
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penyusun tertarik
untuk  mengangkat  judul “ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP
PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK
JATIM CABANG LUMAJANG =
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1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu diuraikan lebih lanjul mengenai
batasan ruang lingkup materi yang akan dibahas untuk menghindan adanva
penulisan atau penafsirin  dan  bahasan yang menyimpang dan pokok

permasalahan.

Ruang lingkup maten vang akan dibahag"

radalah mengenai terjadinya
kredit macet pada PT Bank Jatim Cabang Lumajang Hengan berlandaskan pada
Hukum Perdata dan Hukum Perbankan (dengan UL Ng. 10 tahun 1998 Tentang
Perbankan) serta Hukum Perjanjian Kredit Dan Jaminan. Bagaimana cara

mengatasi kredit macet serta upaya hukumnya apabila debinir wansprestasi.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebur diatas maka dirumuskan beberapa
permasalahan sebagai berikut
|. Bagaimanakah cara penyelesman apabila terjadi kredit macet pada PT. Bank
Jatim Cabang Lumajang ?
2. Bapmmanakah upaya penvelesaian kredit macel apabila jaminan dan debitur

setelah dijual ternyata tidak mencukupi untuk melunasi pinjamannya di bank ?

3

Upava hukum apakah vang dilakukan olel. pihak bank apabila debitur

Wansprestasi dan hanyva mempunyai harta vang dijammkan tersebut ?

1.4 Tujuan Penulisan
Didalam penubisan sknpsi mi Penyusun mempunyal tujuan yang dapat
dijelaskan sebagai benkut |
1.4.1 Tujuan Umum
1. Untuk memenuhi dan melengkam tugas sebagail persvaratan vang telah
ditentukan guna merah gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Uriversitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu vang telah diperoleh di bangku kuliah

dan menambah wawasan,
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3. Untuk menyumbang dan mengembangkan pemikiran vang berguna
bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Jember.
1.4.2  Tujuan Khusus
| Untuk mengetahui cara penyelesaian kredit macet vang dilakukan oleh

PT Bank Jatim Cabang Lumajang.

(|

Untuk mengetahui penvelesaian kredit macet vang disebabkan karena
tidak cukupnya jumlah jaminan dari debitur setelah dijual untuk

melunasi pinjamannya di bank.

L%

Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur jika
debitur wansprestasi dan hanya mempunvai harta yang dijaminkan
tersebut,

15 Metode Penulisan

Suatu  penulisan vang bersifat ilmiah harys mempergunakan  suaty
metodologi agar dapat mencapai hasil yang obyektif dan mempunyai nilai ilmiah.
Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran vang dapat dipertanggung-
Jawabkan serta dapat dibuki kan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya
sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat miahnya (Hadi. 1993 - 7)
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam  penvusunan skripsi  ini, metode pendekatan masalah vang
digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah
pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan vang berlaku
alau metode pendekatan hukum doktrinal, yaitu teori-teori hukum dan pendapat
para  Sarjana Hukum terutama vang berhubungan dengan permasalahan
(Soemitro, 1998 : 24,
1.5.2  Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah -
1.5.2.1 Sumber Data Primer

Data  vang diperoleh secara langsung  dari lapangan sebagai hasil

wawancara penulis dengan pihak bank dalam hal i Kepala Bagian Kredit
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dengan para nasabah yang ada di PT Bank Jatim Cabang lLumajang

khususnya yang melakukan perjanjian kredit dengan pihak Bank Jatim

Cabang Lumajang.
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari undang-undang, Peraturan Perundang-undangan

lainnya dan buku-buku, literatur, kamus serta dari hasil penelitian dan

sebagainya.
1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah dengan membaca literatur-literatur yang erat hubungannya dengan
permasalahan yang ada. Adapun prosedur pengumpulan data menggunakan studi
kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mempelajari literatur, undang-undang yang berkaitan
dengan masalah yang ada.

Metode lain yang digunakan adalah dengan wawancara langsung dengan
mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan vang berkaitan dengan permasalahan,
schingga terjadi tanya jawab. Selanjutnya data vang diperoleh diolah dengan cara
membandingkan antara teori dan kenyataan vang ada.

I.5.4 Analisa Data

Metode analisis yang dilakukan atau yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suaty metode untuk memperoleh
gambaran singkat mengenal suatu permasalahan yang selanjutnya diolah dan
dianalisa secara analisis deskniptif kualitatif yang bersifat memberikan penjelasan
mengenal gambaran suatu objek yang diteliti berdasarkan fakta serta teori-teori
vang ada. schingga dapat memberikan suatu jawaban sebagal dasar untuk
memecahkan suatu masalah.

Selanjutnya untuk menank kesimpulan digunakan metode penarikan
kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dan

pembahasan vang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

e 1
RIELC

BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kredit macet yang terjadi pada PT Bank Jatim Cabang Lumajang,
discbabkan oleh sebagian besar debitur/ nasabah yang tidak mampu
melunasimembayar semua. pinjaman/ kredit yang telah diterimanya dar bank
Dalam kenyataannya terdapat debitur Bank Jatim Cabang lumajang, scorang
petani jeruk di Lumajang mengajukan kredit kepada bank dalam jumlah yang
cukup besar. Pengajuan kredit itu bertujuan untuk mengembangkan usaha/
produksi dan memingkatkan perdagangan jeruk di Lumajang, Dalam pengajuan
kredit tersebut, petani jeruk sebagai debitur Bank Jatim memberikan jaminan
berupa sertifikat hak milik atas tanah kepada bank. Setelah dinilai memenuhi
persyaratan oleh bank, debitur itu diberi kredit oleh bank sesuai dengan
permohonan yang dimaksud. dan telah terjadi kescpakatan diantara kedua belah
pihak, bahwa debitur tersebut akan membayar angsuran kredit beserta bunga
sesual dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam beberapa waktu petani
tersebut mampu membayar angsuran kredit beserta bunga kepada bank, namun
untuk waktu selanjutnya sudah tidak mampu membayar angsuran beserta bunga,
bahkan pada akhirnya tidak mampu melunasi semua pinjamannya kepada bank.
Ketidakmampuan debitur bank tersebut dikarenakan tanaman jeruk yvang menjadi
usahanya, diluar dugaan (tanpa sepengetahuan) terkena hama, sehingga pohon
jeruk banvak yang mati bahkan tidak memberikan hasil sama sekali, akibatnya
debitur tersebut menderita kerugian dalam jumlah vang cukup besar, Dengan
keadaan itu memimbulkan kesulitan keuangan bagi debitur. vang mengakibatkan
tidak mampu melunasi semua pinjamannya di bank.

Usaha yang dilakukan oleh pthak Bank Jatim dengan peristiwa di atas
ialah  pihak bank telah memberikan surat peringatan dan surat pemanggilan
kepada debitur vang kreditnya macet tersebut, Surat peringatan telah dikirim
namun pihak bank udak menerima jawaban apapun dari pihak debitur. Kemudian

bank menginmkan surat pemanggilan kepada debitur X tersebut dan
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menyatakan bahwa kreditnya macet dan harus segera diselesaikan. Dalam surat
pemanggilan pertama pihak bank tidak menerima jawaban apapun dari debitur,
selanjutnya dikinm surat pemanggilan yang kedua dan fetap tidak mendapat
Jawaban. Dan pada akhirnya pihak bank mengirimkan surat pemanggilan untuk
yang ketiga kalinva, meskipun telah diberi surat pemanggilan sampai ketiga
kalinya, tetapi debitur tesebut tetap tidak memberikan Jawaban. Schingga dengan
keadaan itu pihak Bank Jatim berupaya untuk menyelesaikan kredit macet
lersebut dengan berbagai cara. Bagaimanakah cara Bank Jatim Lumajang dalam
menyelesaikan kredit macet, hal itu akan dibahas dalam bab selanjutnya.
Ketidakmampuan debitur untuk melunasi semua pinjamannya di bank
akan mengakibatkan terjadinya kredit macet, Ketidakmampuan petami jeruk di
Lumajang sebagai debitur bank tersebut telah menimbulkan kredit macet pada PT
Bank Jatim Cabang Lumajang. Untuk menyelesaikan kredit macet setiap bank
memiliki cara-cara tersendin seperti halnya dengan PT Bank Jatim Cabang
Lumajang vang juga memiliki cara tersendini dalam menyelesaikan terjadinya

kredit macet,

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam membahas permasalahan yang ada
dalam skripsi ini adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut
I Kitab Undang-undang Hukum Perdata

oy

a, Pasal 1233
“Tap-tap perikatan dilahirkan baik kerena persetujuan, baik karena undang-
undang”.

b. Pasal 1234

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat

sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”,

¢. Pasal 1313
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™.
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d.. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. Sepakal mereka yang mengikatkan diri.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu.

4, Suatu sebab yvang halal.

e Pasal 1338

“Semua perjanjian vang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai
undang-undang bag mercka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditank kembali selain dengan scpakat kedua
belah pihak atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup
untuk .
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

I Pasal 1754

“Pinjam-meminjam ialah perjaryian  dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentn barang-barang
yang menghabis karena pemakaan, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan im akan mengembahkan sejumiah vang sama dan macam dan
keadaan yang sama pula”™.

e. Pasal 1763
“Siapa vang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya

dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yvang ditentukan™.

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/267/Kep/Dir Tanggal 27 Februari
1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.

. keputusan Presiden RI Nomor | 1 Tahun 1976 Tentang Panitia Urusan Piutang

Negara dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
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2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih Hubungan antara dua orang tersebut
adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajibannya dijamin oleh
hukum. Dan penjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang vang
membuatnya, ( Hasanuddin Rahman,1998:135 ).

Mennrnt pasal 1233 Kitah Undang-undang Hukum Perdata bahwa tiap-
hap perikatan dilahirkan baik karena persetnjian manpun karena | Indang-undang
Selanininya tiap-tiap perikatan adalah untik memberikan sesuahs untuk berbuai
sesuatu atan untuk nidak herbuar sesuaty { pasal 1234 K1IH Perdata )

Menurut Prof R Subekti suatn perjanjian adalah suaty perishwa dimana
scorang berjanyi kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjan;i
untuk melakukan sesuatu hal.

Syaral syahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata adalah
I Sepakat mereka yang mengikatkan din

Ditegaskan dalam pasal 1321 KUH Perdata bahwa tidak ada kesepakatan

apabila didasari atas kekhilafan atau dengan paksaan atau peni puan.

Id

Kecakapan untuk membuat suaty perikatan

Dalam pasal 1330 KUH Perdaty ditegaskan bahwa orang vang tidak cakap
membuat suatu perjanjian adalah Orang-orang yang belum dewasa dan atau
orang vang berada dibawah pengampuan,

-3

Suatu hal tertenty

Ditegaskan pada pasal 1332 dan 1334 KUH Perdata mengenai hal terentn
vaitu hanva barang-harang vang dapat diperdagangkan vang dapat menjad;
menjadh obvek suatu perianjian dan barang-barang vang akan datang asal tidak
dilarang oleh undang-undang.

4 Suatu sebab vang halal
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Dalam pasal 1336 dan 1337 KUH Perdata ditegaskan bahwa perjanjian
dianggap sah apabila didasarkan atas suatu sebab yang halal. Suatu sebab
terlarang apabila di larang oleh undang-undang atau berlawanan dengan
kesusilaan atau ketertiban umum.

Syaral pertama dan kedua adalah mengenal subjeknya atau pihak-pihak
dalam perjanjian sehingga dischut syarat subjektif, jika svarat ity tidak dipenuhi
maka perjanjian dapat dibatalkan, Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebui
syaral objektif. karena menyangkut objeknya, Jika syarat ity tidak dipenuhi maka
perjannan dapat batal demi hukum (Hasanuddin Rahman, 1998: 136,

Asas-asas  vang  berlaky dalam  hukum perjanjian  (Gatot
Supramono, 1997:59) adalah -

I. Asas Konsensualisme

Konsensualisme adalah kesepakatan, asas ini menetapkan terjadinya suaty
perjanjian setelah tercapainya kata sepakat kedua belah pihak yang mengadakan
perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa kata sepakat
merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian, Dengan tercapainya kata sepakat,
menunjukkan perjanjian mulai berlaky dan mengikat para pihak_

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut asas ini, setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan
suatu perjanyian, dengan syaral tidak hertentangan dengan kepatman. kebiasaan
dan undang-undang ( pasal 1339 KUH Perdata).

3, Asas Kepribadian

Menurut asas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan din untuk
kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian, Asas ini diatur dalam pasal
1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat
mengikatkan dini dalam perjanfian atas nama sendiri atau menetapkan janji untuk
dinnva sendiri.

Menurut pasal 1381 KUH Perdata menegaskan tentang  hapusnya
perjanjian dikarenakan, antara lain oleh :


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

I. Pembayaran

Pembayaran (lunas) merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik
pembayaran hutang pokok. bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wanb
dibavar lunas oleh debitur. baik karena kreditnva telah Jatub fempo atau
dibarnskan melunas kreditnya ( Hasanuddin Rahman, 1998 156 )
2 Pembaharuan Hutiang

Yauu peranjian hary vang menghapuskan suatu perikatan Jama. sambil
meletakkan suatu perikatan baru dan harus dinyatakan secara tegas dalam
penanpan (pasal 1415 KUH Perdata).
3 Kompensasi atay Perj umpaan Utang

Menurut pasal 1425 KUH Perdata kompensasi adalah suaty keadaan
dimana dua orang/ pihak saling berhutang saty sama lain, vang selanjutnya para
pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebur. schingga
penkatan hutang ity menjadi hapus,
4. Percampuran Utang

Menurut pasal 1436 KUH Perdata, percampuran utang terjadi bila
kedudukan s berhutang berkumpul menjadi satu. Misalnya si berutang kawin
dengan si berpi utang dalam hal ini terjadi percampuran kekayaan.
5. Pembebasan Utang

Menurur pasal 1439 KUH Perdata. menegaskan bahwa Jika si berpiutang
secara sukarela memberikan surai penjanjian hutang kepada si bermtang dapat
dianggap telah ada suaty pembebasan utang
6. Hapusnya barang vang dimaksud dalam perjanjian

Menurut pasal 1444 KUH Perdata, barang tertentu dalam perjanjian hapus
atau karena suatu larangan pemerintah tidak boleh diperdagangkan, atau barang
menjadi nidak terang keadaannya maka penkatan hapus, asal hapus atau hilangnya
barang diluar kekuasaan si berutang.
7. Pembatalan perjanyian

Pembatalan ini disebabkan akibal ndak dipenuhinya svarat subjekuf
sahnya perjanjian, melanggar kesusilaan/ ketertiban umum, atau karena keputusan
hakim
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8. Berlakunya syarat batal sebagaimana diatur dalam perjanjian

9. Perjanjian telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanyian kredit adalah salah satu dari
bentuk perjanjian  pinjam memingam  schagaimana diatur dalam pasal 1754
5.4 1769 KUH Perdata. Pembuatan perjaniian kredit dapat berdasarkan pada
ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata atan kesepakatan diantara para
pihak, artinya dalam hal-hal ketentuan Yang memaksa maka harus sesud dengan
kelenluan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebul, sedangkan dalam hal
kelentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak (Muhammad
Djumhana, 1996:240).

Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 tahun [998 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan pasal |
angka 11 adalah penyediaan uang atay tagthan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara pihak
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanpian kredit memerlukan perhatian khusus baik oleh bank sebagai
kredit maupin oleh nacahah sehagai debitur, karena penanytan kredit mempunyai
fungsi yang sangat penting dalam pemberian. pengelolaannya  maupun
penatalaksanaan  kredit ity sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoye (dalam
Muhammad Djumhana,1996:242) perjanjian kredit mempunyai heberapa fimgsi.
antara lain
I. Perjanpan kredit berfungsi sebagai peanjian pokok, artinya penangian kredii

merupakan sesvatu yang meneniuhun baial, atau tidak batainya perjanjian lam
vang mengikutinya.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak
dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

I'" o
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Bank sebelum memberikan kredit kepada calon debitumya harus
melakukan analisa kredit dengan mengemukakan persyaratan-persvaratan vang
dikenal dengan 5C yaitu: character (sifat-sifat calon debitur), capiral (modal dasar
calon debitur), capaciiy (kemampuan calon debitur), collateral (Jaminan yang
disediakan calon debitur), dan condition of economic (kondisi perekonomian),

Inisan dan  kredit adalah unsur kepercayaan dan unsur yang lainnya
adalah mempunvai sifat dari pertimbangan saling tolong-menolong. Unsur-unsur
dan kredit tesebui adalah -

I. Kepercayaan, vaitu keyakinan dari si pemberni kredit bahwa prestasi yang
diberikan dalam bentuk uang, barang, alau jasa, akan benar-benar dilenimanya
kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa vang akan datang.

Waktu, vaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi kredit prestasi
vang diterima pada masa yang akan datang.

Resiko, vaitu suatu resiko vang akan dihadap: sebagai akibat dari jangka

Pad

(=)

waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi vang
akan diterima.

4. Prestasi atau obyek kredit, yaitu sesuatu yang diberikan tidak saja dalam
bentuk uang, akan tetapi dapat Juga berbentuk barang dan jasa.
( Muhammad Djumhana. 1993:219-220),

Berdasarkan pasal 1 angka 1] Undang-undang Nomor 10 tahun 1998
Temang Pernbhahan Atac | Indang-indang Nomar 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
dischutkan adanya keharusan penenima kredit unfuk melunasi nmgnya setelah
langka waktu terfentu dengan pemberian bunga dimana kredit vang dibenkan
berdasarkan persetujuan atau berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara
bank dengan pihak lain

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dan kedua belah
mhak juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinvatakan
cukup untuk itu, Dalam prakteknya, perjanjian kredit bank dapat hapus karena .

|. Ditentukan oleh para pihak dalam perjan;iain.

|-

- Adanya pembatalan oleh salah satu prhak terhadap perjanjian,

L

Adanya penghentian perjanjian secara sepihak oleh bank.
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(Mgs. Edy Putra Tje’ Aman, 1989:36),

2.3.3 Pengertian Kredit Macet

Debitur yang telah memperoleb kredit dari bank tidak semuanya dapat
mengembalikannya dengan baik dan lepat pada waktunya. Hal ini dapat terlihat
bahwa ada sebagian debitur vang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan
kredit kepada bank yang merminjaminya. Oleh karena tidak dapat mengembalikan
pinjamannya ini maka perjanjian kredit menjadi berhenti atau macet

Kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak mainpu
wembayar  Junas kredit bank tepal pada wakiunya. Karena kredit merupakan
peranjian  pinjam vang. maka debitur vang tidak mampu membavar lunas
utangnya setefah jatuh tempo, adalah wansprestsi (Gatot Supramono, 1997 131 ).

Bentuk-bentuk dary wansprestasi vaitu :

Debitur tidak melaksanakan sama sckali apa vang telah di perjanjikan.

led

Debitur melaksanakan sebagian apa vang telah dipenjanjikan.

Lad

Debitur terlambat melaksanakan apa vang telah diperjanjikan,

4. Debitur menyerahkan sesuaty vang tidak diperjanjikan,

L

Debitur melakukan perbuatan vang di larang dalam perjanjian,
Apabila  dihubungkan dengan kredit macet maka ada tiga macam
perbuatan vang tergolong wansprestasi yaitu ;

I Debitur ndak membayar sama sekali angsuran kredit (beseria bunga),

Eld

Debitur membayar sebagian angsuran kredit {beserta bunga)

L

Debitur membayar lunas kredit (beserta bunga) setelah Jangka wakty vang
diperjanjikan berakhir (Gatot Supramono, 1997:131-132),

Dalam rangka pengelolaan administrasi  kredit, maka penggolongan
kualitas kredit sesuai SE Bank Indonesia No.30/267/Kep/Dir tanggal 27 Februar
1998 tentang Kualitas Aktiva Produkif, dapat dibedakan sebagai berihui |
i Digolongkan Lanca {pass) apabila memenuhi Kriteria .

4. Pembavaran angsuran pokok dan / atau bunga tepal waktu.
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif

¢. Bagian dani kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral),
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Daiain Perhatian khusus {special mention) apabila memenuhi kriteria

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga vaig belum
melampaii 90 haii.

Kadang-kadang terjadi cerukan

Mutasi rekening relatif aktif

Jarang terjadi pelanggaran lerhadap konirak yang diperjanjikan,

Didukung oleh pinjaman baru,

Kurang fancar { Substandard ) apabila memenuhi kniteria |

Terdapal iunggakan angsuran pokok dan / atau bunga vang lelah
melampani 90 hari

Sering terjadi cerukan.

Frekuensi mutasi rekening reltif renduh,

Fejadi pelanggaan terbadap kontrak yang dipenaniikan lebih dan 90
har

Terdapai indikasi inasatah heuangan yanp dihadapi debitur.

Dokumentasi pinjaman yang iemal,

Diiaguran (doubifull) apabila memenuhi kriteria

Terdapat tunggakan angsuran puRok  daii' atau  bunga vang ielah
meiampaui |80 hari.

Ferdapat cerukan yang bersifal permanen

Terjadi wansprestasi iebih dari 180 hari

Terjadi kapitalisasi bunga.

Dokumentasi hukum vang Jemah baik untuk perjanjian kredit maupun

pengikatan jaminan,

5. Macet {loss) apabila memenuhi kriteria -

a.

b.

L.

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ aau bunga yang telah
melampaui 270 hari.

Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baiu.

Dan segt hukum maupun kondisi pusal, jaminan hdak dicairkan Pada niui

waar,
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Kredil yang akan diberikan kepada debitur agar bisa dikatakan lancar
maka pihak bank harus benar-benar memperhatikan berbagai macam kriteria
tersebul. Pihak bank juga harus memahami penggolongan kualitas kredit dan
berupaya bagaimana kredil yang diberikan dapat berjalan lancar atau dikatakan

penggolongan kualitas kredit dalam kriteria lancar ( pass ).

2.3.4 Pengertian Jaminan

Pengertian jaminun adalah suaty penkaian antara kreditur dengan debiiur,
dimana debitur mempenanjikan sejumiah harta mihiknya uniuk pelunasan atas
utangnya menurul keientuan Perundang-undangan yang berfaku, apabila dalam
wakiu yang ditentukun tegadi kemacelan pembayaian ulang debntw  {Gaioi
Supramono, 1997.75),

Relentuan mengenai jaminan dapat kita lihal dalam Pasal 1131 KUH
Peidata yang menenivkan baliwa “ segala kebendaan si berhutang, baik yang
bergerak maupun yany tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan
ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan .
selain itu dapat kita lihat dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998
Teniang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
yang menyatakan “ Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyal
kevakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur uniuk mejunasi huiangnya
sesual dengan vang dipenanjikan

Kredit yang diberikan oleh hank pada dasamyva mengandung resiko,
sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan
vang sehat. Untuk mengurangi nisiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti
kevakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hulangnya
sesuai dengan vang  diperjanjikan merupakan fakior  penting vang  harus
diperhatikan oleh bunk. Untuk memperoich keyakinan iesebul, sebelum
memberthan kiedit bank harus melakukan  penilaian vang scksama terhadap
walak, kemampuan, modal, agunan dan prospeh usaha debiiw { Hasanuddin

maiunan, 1998.161)
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Jenis jaminan kredit perbankan menurut Hukum Perdata dapat dibedakan

sehagai bertkut

Jaminan Perorangan ( Personal Guarantee )

Yailu jaminan berupa pemyataan kesanggupan vang dibenkan oleh pihak
ketiga  untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewanban debitur kepada
mihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan exdera janp (wanspresias: )
Iaminan Kehendaan (persooniyke en zakelijke zekerheid)

Yatu jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak Kebendaan,
yang dibenkan dengan cara pemisahan bagian dan harta kekavaan baik dan s
debitur maupun dan pihak ketipa, untuk memumin pemenuban kewapbun-
kewapban debiiur kepuda prhak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan
videra jangi { wianspiesiasi ),

( Hasanuddin Rahman, 1998 164-167).

Jenis jaminan yang senng  dipakar dalam praktek  peibankan  vaung

neicmbagaannya  sudah  diatw dan mendapal  pengakuan dalam Peraturan

Ferundang-undangan vang beirlaku adalah

i

-

—

Hipuolik

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk
wiengaming  penggantian dan  benda-benda fersebut bagn pelunasan suatu
perikatan | pasal 1162 KUH Perdata) Hipotik diatur dalam pasal 1162- 1232
Kitah [indang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 5 tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrana yang untuk semeniara
memberlakukan hipotik, kemudian dengan keluarmya Undang-undang Nomor
4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, maka sepanjang mengenal tanah,
hipotik dinyatakan tidak berlaku lagi kemudian diganti dengan Hak
Tanggungan

Credietverband

Dengan keluainya  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tunggungan muha lembags crediciverbaod dinyatakan Gdak beilahu fagi dan
diganb dengan lak langgungan atas tunal.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Gadai

Lid

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang
berperah, yang diserahkan kepada Seotang yang berutang atau orang lain atas
namanya, dan memberi kuasa kepada orang vang berpintang untuk mengambij
pelunasan barang secara didahulukan dari orang vang berpiutang lainnya,
dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang
telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang digadaikan, biaya-
biaya mana harus didahulukan ( pasal 1150 KUH Perdata ). Gadai diatur
dalam pasal 1150-1161 KUH Perdata,
4. Hak Tanggungan Atas Tanuh

Diatwr  dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun (996 Tentang  Hak
Tanggungan.

Garansi

LA

Dialw datam pasal 1820-1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
0. Akta Pengakuan Hutang
Akia Pengakuan Hutang Wicrupakan suatu pengakuan sepihak fentang adanya
hutang piutang,
taminan ada vang tidak diatur dalam beEThagai peraturan perutidag-
undangan, jaminan itu berbentuk Jaminan kebendaan yaitu fidusia, pengalilian
1agihan dagang dan pengalihan iagihan asuransi (Munir F uady, 1996:71-74)
Jaminan kredit diadakan oleh bank sesuai dengan hukum dan perundang-
undangan yang berlaky dengan tujuan apabila suai saar terdapat debitur yang
wansprestasi, maka bank mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk
menjalankan suat tindakan hukum dan apabila jaminan tersebut harus. perlu dan
dapat dieksekusi, maka jaminan kredit dengan mudah dapat dijual untuk melunas

hutang debitw.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelummya, dapat disimpulkan
bahwa

I. Upava penyelesaian jika terjadi kredit macet pada PT Bank Jatim Cabang
Lumajang atas kredit yang diajukan oleh debiturnya adalah melalui beberapa
upaya yailu ;

a.  Penyclesaian sebelum terjadi kredit macet (kredit bermasalah) dapat
dilakukan melalui proses Penjadwalan kembali (Reschedulling) Penataan
Kembali (Restructuning), dan Persyaratan kembali (Reconditioning).

b. Penyelesaian setelah terjadi kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa
cara yaitu ;

I. Pelunasan kredit dengan keringanan bunga dan/ atau denda.

2. Penebusan/ Pencairan/ Penjualan barang jaminan.

3. Penyerahan kepada BUPLN/ Pengadilan Negeri.

4. Lelang  sukarela melalui Kantor Lelang Negara / PT. Balang/ PT.
Balindo.

5. Pengajuan Klaim asuransi.

6. Pengajuan gugatan kepailitan.

7. Penghapusbukuan.

8, Pengambil alihan aset debitur.

¢ Mengajukan usulan atas rencana penyelamatan dan penyelesaian kredit

untuk mendapat persetujuan.

d.  Penyempumaan program kerja.

2. Upaya penyelesaian kredit macet apabila jaminan dari debitur setelah dijual
ternyata tidak mencukupi untuk melunasi pinjamannva di bank adalah PT
Bank Jatim Cabang Lumajang akan mengajukan eksekusi melalui pengadilan
dan apabila jaminannya tidak mencukupi maka akan diajukan gugatan biasa

dengan menyita barang-barang debitur yang tidak menjadi jaminan bank

-
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Upaya penyelesaian kredit macet dalam hal debitur wansprestasi dan hanya
mempunyai harta yang dijaminkan maka bank hanya dapat menunggu sampai
debitur mempunyai harta kekayaan baru yang dapat dimintakan untuk
pemenuhan kewajibannva dan akan tetap melakukan penagihan kepada
debitur wansprestasi.

4.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya maka penulis memberikan

saran sebagai berikut -

I

Untuk mengurangi terjadinya kredit macei maka pihak perbankan sebaiknya
melakukan pembersihan terhadap adanya upava kolusi dan nepotisme yang
dilakukan oleh para pejabat penguasa baik di lingkungan bank itu sendiri
maupun di luar lingkungan bank.

Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kredit macet maka pihak bank
harus lebih hati-hati dan lebih cermat schingga tidak terjadi keteledoran dalam
memberikan kredit.

Dalam pemberian kredit diperlukan kesadaran dan sikap disiplin dan
para debitur agar benar-benar bertanggung jawab terhadap semua kewajiban

vang harus mereka penuhi.

" "‘h-.
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Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersams im dengan hormat
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Perihal  : Perset in Surve vy iy S

1
Zals Foy

Menunjuk surat Saudara nomor 176653/125.1.1/PP,9/2004 tanggal 24 Pebruari
2004 perihul Konsuliasi atas nama Sito Resmi Pamungkas, bersama ini diberitahukan

bahwa pada prinsipnya permohonan tersebut dapar disetujul di Cabang Lumajang
dengan catutan sebagai berikut : .

JEMBER

© Sepanjang tidak menyangkut rahasia Bank, dan mahasiswa tersebut

diwajibkan  menyerahkan fotocopy Kartu  mahasiswa pada  saat
pelaksanaannya.

@ Jadual pelaksanaan program dimaksud agar dikoordinasikan dengan
. Permpin Cabang Lumajang,

@ Selesui melaksanakan praktek kerja diwajibkan menyerahkun | (satu)
eksemplar Hasil Penelitian ke Divisi Perencanaan,

Demikian alas perhatiannya disampaikan terima kasih.

n.Div, Perencanann PhnSub.Div. Litbang

Tindusan ;
Cabang Lumajang
Argip

i Ditenma To! : : ]
Aoennm ?’/'&_ >
TOR PUSAT | JL. Busuki Rachmad 96-104, Surabaya 80274, Telp, (031) 531009065, Teiax 12376.75 &F KPIA r’i:_ﬁ; W&%ﬁgir
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LAMPIRAN III

Kepada Yth,
PT. Bank Jatim
di
LUMAJANG

Perihal : Permohonan Kredit SUDARA Bank Jatim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nima N L IS o iy B
Alamat
Pekerjaan
Alamat Usaha
Telephone

.................................................
.................................................
-------------------------------------------------

Untuk kelengkapan permohonan ini di lampirkan :

Copy KTP Suami / Istri 2 lembar

Cpy KSK 1 lembar

surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/K clurahan/Pasar
Copy dan Asli Jaminan

Pas Photo 4 x 6 cm

LA A L B e

Dengan ini saya mengajukan permohonan Kredit SUDARA pada PT Bank Jatim

Cabang Lumajang sebesarRp............. . N~ e RN T e
Uniuk keperluan : Modal Usaha / HevEstal 1y e dan akan
dikembalikan dalam Jjangka wakw ;... bulan, diangsur secara : Harian/Bulanan, dar

sebagian pendapatan usaha saya L L e T S per hari/bulan,

Deomikian permohonan saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih,

FT Bank Jatim Cabang Lumajang - . Alun-Alun Barat No. 4 Limajang Telp. (U334) 581683
Hubungt : Pangestu Rahario, Tony B, Sochib
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LAMPIRAN IV a

| [riigital Repository Universitas Jember

F

1. Marna Lengkap
2. Tanggal Lghir
3. Pendidikan
Alamal

Slatus rumah yang dilampal

Pakerjsandsbatan
- Masa Kerfa
- Mlamat Pekgrjaan
. Hama Suamifisti
" 10, PekerjaanyJabalan
11 Masa Karja
12, Alamat Pekaraan
13, Jumian Anak
14, gk tanggungan lal
15 Rekening yang dimilikj
Saldafoylan
* Tabungan
~Gito
+ Dopasile
* Leinrya

4,
5

Y S -3

1 Jumiah kibuluhan dang
7. Jutnlah Self Financing
18 Kredit yang dimahan
* denis Pengguriaun
- Sekier Ekonoini
YW Jangka wakly pengemaalian

0. Fasiltas yang leoh dierim dar Bank fain

- Jenis Fasilitas
Kope:lian
Juemi sk Fasliiias

* ngsuran per Eltan

Sk

3, Jenis Pergaunaan

M MU NA BANK JATIM
KEPADA :

PT, Bank Pembangunan Dasrsh Jaws Tirmur
Kantor Cabiang Lumajang

I PEMOHON

¢ Milk sendi I keluarga / Sewa / Kontrak fainnya
Jelagkan -

Nuﬁl'l;:.n.‘. .............. Sejak ..., Ralaraia |,

I FABILITAB YANG CiMOHON
Rptom

.Iﬂp. oo TN -

: Rp.

S
Bunga Rp.

W TUJUAN PENGSORART “KREDIT — - i

b. Seklor Exanami

IV, PEHDAP!T&H L FEHGELLIARAM PEMOHON
Pendapalas Par bulan

| Pendagatan Bersih Pamohaon
Pendapalan Bergih Suamifsl

1. Panghasilan Barsin lain

4. Tolal penghasiian bersth

2 Tolal Pengaiuaran bot bldan

6 Sisa ponghasitgn par bulan

+ Rp, .
. Rp. x


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LalflE LA

V. PEMBAYARAN KREDIT
T Jumiah angsuran per bulan

{ maxsimyum 50 4 dan jlrflah
Penghosilan by 4) « Rp: :
4 Surplus P Blilan [ bue &7y ! Rp. .
VI LAMPIRAN . LAMPIRAN
* Folo Cony KTP!SJM!PESW :

= Faolg Copy Kary Keluargs
* Folg Copy NIP. k&,

* Fela Copy 5 Pengmékalm dan

. Terakhir

* Rekamaridgsi dari pimpinan Inalans
* Sal Kuasa Memgy Galf

- SLra| Keleranuan basal‘nw penes-

Magn Gaji H
* Buky PENGhasiian &l :
- Rokaning Keran dan Bank ;
- Fala Sopy Surg| Jaminan ¥ang di .

Mengatahy Pemchon

SUAMIS TRI
A -.-..-.-.-Mn-.»w.-mmmmmwﬂ:a- mﬁnis'%'ﬁu'\ﬁjém\‘m--h‘-'\MM!-“'-'-'-'i"-'-'-"-"-*"‘*'\-"""“"'" i
Aleg gagg, PEmoshesen pinjeman Wrvebut, dupgy dlaimaulkan baig Pemohanan pinjaman
&3 barg Brgsulan i 1
. Dapat dig ehujul, dengan syara| .
1. Plalong Pinjaman sghggar * Rp, |
<. Jangky wakhy :
3, Bunga pirjaman ‘Rp G
+ AG5Uran parbyfan ' Rp, -
5, Jonls P:}nggunaan :
B. Seklar Ekonom) "
7. Lain fain L
Dilotak dengan alasan ;
Demixian g an kamy unluk Mandapa| kepulusan fabih lanjut
Luma}ang ...........

SJLM{SDHG LS e
A Pl tl&r:‘fsﬂﬂ&%w&n Mm\m\waumumlu“--hmﬁafﬂw & Fmg

A M-‘\.l.l.\w.l.l.uh-.la\.-\,-\,mn

b n T Hpisi, - Maka permahonan lersebyt
diseluy Y ditolak dangan SYaral/ alasan .

LY

D

e
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LAMPIRAN
SE Direksl Nomor : 041/ 374 /DIR/DJL, tanggal 16 Desember 2003
A. Ketentuan & Syarat -Syarat "KREDIT MULTI GUNA",
Mengajukan surat permohonan dengan dilampin ; o M] - [
1. Pas foto ukuran 4 x 6 (2 lembar). [Kiﬁ;@d]”ﬁ @] . m:@
2. Foto copy KTP, KSK dan Kartu ldentitas Pegawai, -
3. Folo copy Surat Pengangkatan Pegawai Totap mﬂ& J}Um
4. Foto copy SK Gaji berkala terakhir
3. Taspen Asli dan Foto copy
6. Surat Keterangan Gaji/Pendapatan.
7, Surat Rekomendasi atasan,
4. Sural Kuasa Pemotengan Gaiji,
9. Tidak memiliki pinjaman sejenis di bank lain
S LHEKLD 248 14,8% Flat pa.
Halaman |
ILAFOND JW ) THN, JW, 2 THN W, 3 THN, LW, d TN, JW, STHN,
LS | _CAJI Bl SATL L Angebin SAJL__| Angs/Bin MM
__1.000000] 188 CEE] TR 52,750 | 80,433 30,860 54 567 12,020 47017 2078
1,500,000 JOIBE50 ' 143,130 134 383 0,830 0g 850 56,700 83,300 49,380 .88 43,130
2000000 | 318,050 | 190.830 | vie.107 | 1078001 13 gar w7l gy £.830 85 833 57,300
2500000 1 397847 | 8500 323087 134380] 188080 padsn | 137 140 | B2.280 | 119,800 71.880
2000000 | 477,083 | ze8 380 — 208,750 | 181250 199300| 11950 1s4 883 98,750 | 143750 B8.250
2800000 |  Sse.800 ) 332060 | a1asso|  1ea.130 202817 | 130810] 162017 | 11s310]  1e7 717 100,830
$.000000 | 838117 | 3misro|  3se sy 2130001 265731 | 150440 219450 tnrat0]  1g 88T 115,000
4800000 715633 | 420380 | 403133 | 24 1880 | 29ape7| 179380 248883 | teni30 21583 | 12638
5000000 708133) 477.000] ad7,017 88780 232183 ] 109310] 274300 imase0]| 23058 143,750
5.900.000 | #7a.050 | 3234 780 A0ITIT| 293000) 383400 218240 201,733 18y 0| 23580 t3mi3g
BU00000 | 954,167 | 573400 537,500 322,500 Jou 817 170 [ 32187 197,500 | 297,500 172,500
8.300000 | 1033983 | 820210 582300 MEI80 | 431833 250000 3sa.800 213980 | M1487 | 136880
1000008 | 1,113,200 |  se7,020] 627,083 278250 | 485080) 279030 384093 | 230420 335417 201,250
1500000 | 1182717 | 718890 71883 | 403130] 488207 | 299,980 10487 | 240880 3sp3m3| 13m0
80000001 1272217 783330 71s.e87 430000 | 531483 | 31 gs0 40881 2e3330] 383333 230000
8500000 | 1384733 | w1040  7e1 407 450000 | 664700 | 338020 4ea317] 379700 407,300 | 244 300
9000000 1431250 |  mse7s0|  eoo,240 383,750 | Se7er7| 380730 | 43750 290.3%0 | 431 250 | msars0
9,800,000 | 1,510,767 | w0s480 | BS1.080 5108301 831133 379680 | 521183 312710 4352171 MW
18,000.000 | 1,560, 783 5170 RN RS 837 800 Add 350 30 810 5400 817 178170 A8 207,500
10,900,600 | 1,889,800 | 1,001,600 | 840,09 504300 | 687,507 | a1 540 578050 | 5.030| 303.033] 20 emo
11.000.000 | 1,748,300 | 1049 580 8854171 so1250| 730783 4dndt0 803487 | 382000 s27083] 318280
1500000 | +.828817 | 1067260 1 1030217 | #18.130 764000 | 458 B10000 | 378540 s510%0 ] 330 mag
2.000000 | 1,008,333 | 1,145,000 | 1,075,000 845000| 707.217| 478330 w5633 395000 ) 675000 |  346.000
2,800,000 | 1,987,850 | 1,182,710 1,178,800 871080 | 830433 | 4sa 200 geayer |  avr4an0 ! seager | 385 ja0
2,000,000 | 2,067,367 | 1,240,420 | 1,164,563 | _ 808,750 1 5181001 713200 427020] e23017] anrm
500,000 | 3148803 | 1288 130 1200303 ] 725830 | woesea| s1e10 140,803 | 444380 |  4e 883 | * 3w 130
4.009.000 1 2220383 | 1305830 | 1,384,107 | 752500 30100 938 063 700050 | 400830 | 70833 02300
4500000 | 2305000 | 1383 540 | 1,208,087 TT0.380 | 983 T| 877600 | Tehesd| 477290 804800 | aisEEn| —
2.000.000 | 2385 417 | 1.431.250 | 1343750 | 408 355 00050 | %7920 #22917] aeris0] Tinrso | e

Y 3
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LAMPIRAN

Holaman 2
PLAFOND JW, 1 THN, JW, 3 THM, J.W. 3 THN. JW, STHM. | 4w, STHN
MAKS. GAJL Angvnin | GAN | AsgwBin | GAT | AnguBin GAJI | AnpaBin GAJ] | AngyBin
16,500,000 | 2,484,933 | 1479080 | 1,388,550 933,130 | 1,099,780 §17 850 60,250 stong| a7 445 530
18,000,000 | 2544450 | 1520870 | 1433333 | wmsoo000| 1082667 37,780 B77.783 526,670 760,067 450,000
16,500,000 | 2,823,087 | 1574300 | 14784 B0 | 1,008,183 A5T 70| G057  Se3n30 [  Te0A33 | 4T4 380
17,000,000 | 2,703,487 | 1,622,080 | 1633017| o13780] 1130400| 77840 $33,822 555 580 814,583 458 750
17,500,000 | 2,782,083 | 1880780 | 1547717 840830 | 183817 | #7570 | ee00o7 578,040 #38.550 503,120
18,000,000 | 2882500 | 1 717,500 | 1,842,500 987,500 | 1,185833 Ti7s00|  narseo sa2500| eA2mAA |  &17500
ABSON 000 | 043017 | 1LTes210 | 1857300 004300 | | 730 040 PATAM0 | L DR | s e oGy | 530 i
18,000,000 | 3,021,533 | 1,812,020 | 1,702,083 | 1,021,280 1282267 757,380 | 1042387 | &35420 g19,417 546,750
18,500,000 | 3,301,050 | 1.800.830 | 1748883 | 1,048,130 | 1.295.483 777,280 | to08psoo| ey se0 | 9a4.3E3 50,830 /
20,000,000 | 3180550 | 1 608,330 | 1007 1075000 1328700| 7e7220) 1007217 558300 958333 575000
20,500,000 | 3,260,067 | 1,068,040 ] 1,838,487 1,101,880 | 1381017 817,150 | 1,124 850 874,700 Gaz,300 580 380
21,000,000 | 32330083 | 2003780 | 18803% | 1920750 1385033 #sarosal 113208 851,290 | 1,008,250 03,750
21500000 | d41e100 [ 2051 480] 1928050 1,158 1428,350 | @ST.000 | 1,179.517 107,110 | 1,000.217 E18.130
232,000,000 | 2408817 86,1701 1070833 | 1182600 | 14818587 | wragan | 1208850 724170 | 1084 107 #37 500
22,500,000 | 3,570,133 | 2,146,800 | 2015833 | 1,208,300 | 1484600 | 080,000 | 1,234.30 740,630 | 1.078,133 548 g4C
23,000,000 | 2,057,833 | 2,194,380 | 2080417 | 1238.280 [ 1828017 gemio | 12mpon]|  rsToeal 110208 881,250
73737150 | 2242200 | 2108217 1269130 18581233 gas ). 1.380.233 173540 | 1.138.050 875 830
24,000,000 1 3,818,887 | 2,200,000 | 2,160,000 | 1,200,000 | 1804480 BES.AT0 | 1318887 700,000 | 1.150.000 #00.00C
24,500,000 | 3,800,183 | 2,337,710 z194800 | 1318880 [ 1,827,087 STE800 | 1344100 | 808480 | 1,73.887 704 280
25,000,000 | 378700 2 | 2,230,883 | 1,880 883 BE8530 | 1371833 | 23920 | 1187817 118,758
35,500,000 | 4055217 | 2433130 11“4‘12! 'I,::'uili&ﬂ 1884 100 | 018480 | 1358 587 838380 | 121882 18
20000000 | 4134717 | 3480830 | 2528187 | 1,307,500 | 1737317 | 1030380 | 1.428.3m 055,830 | 1,245 833 147 500
26,500,000 | 4,214,233 !&_23_.545 l_!ﬂ.m 1434380 | 1,760,533 | 1,058,330 | 1453817 B72.290 | 1,288800 T8\ 880
27.000,000 § 4203750 | 2576250 | 2.418.750 | 1451 250 | 1793750 [ 1.078.250 | 1481350 AE8.750 | 1293750 | Treaso
27,600,000 | 4,373,267 | 2,623,000 | 2483850 | 1,470,130 | 1,828,067 | 1.006,160 | 1 508863 §05.710 | 1,317,717 142,830
28000000 | 4432783 | 2071870 2508333 | 1805000 | 1880983 | 1118110 ] 1338017 821070 | 134880 403 000
28,500,000 | 4532300 | 2,710,300 | 2553133 | 1,831,800 | 1,083,400 | ) 138040 | 1 583850 | 038130 1385433 610380
20,000,000 | 4811800 | 2,747,000 | 2507017 | 1.558,750 | 1028817 | |,055670 | 1500687 | 954580 | 1380583 €31.750
20,500,000 | 4,061,317 | 2814760 | 2642717 | 1,585,030 | 1,958,033 | 1.175.900 | ) 016400 | 971040 | 1413550 | a8 130
30.000.000 | 4,770,833 | 2862500 | 2,687,500 | 1,812.500 | 1,083,050 | 1105820 1.8e5.835 ) 887,500 | 1.437.500 861,500
30500000 | 4850350 | 2.810.210 | 2732300 | 1830380 | 2.006.267 | 1. 15780 | 1 8TA267 | v0030a0 | 1281 48 874 800
31,000,000 | 4020807 [ 2957920 | 2.777.003 1,680,250 | 2,060,403 | 1,235,600 | 1,700,700 | 1020420 | 1405417 091,250
31,500,000, | 5008,383 | 3,005800 | 2821883 | 1,883,130 | 2002717 | 1355830 | 1733133 1 038,880 | 1.50%.282 905,620
J2.000,000 | 5080883 | 3053330 | 2888887 1720000 | 2425831 | 1375560 | 1755650 | 1083330 153330 920000
32,500,000 | 5,160,400 | 3,101,040 | 2,011,487 | 1,740,000 | 2,159,150 | 1295480 | 1082985 | | 080,700 | 3557300 5% 360
33.000.000 | 547,017 ) 3148750 | 2956280 | 1,770,750 | 2192387 | 15420 | v810417 | 1oBs 250 ©.sar 250 SiB 750
31.500.000 | 5327431 | J.108480 | 3,001,050 [ 1800830 | 2225583 13352350 | tmaraso| v 0270 rsos it g2 130
34000000 | 5,400,060 | 3.244,170 | 3,045,833 | 1,027,500 | 2,260,800 | 1355200 | 1085283 | 1119470 | 1625167 §77.%00
3500000 | 5485467 | 3,201,880 | 3.000633 | 1854360 | 2202017 1375210 1892717 | 1135630 1653030 | 531880
35000000 | 5865667 | 3308580 | 3438417 ,.1.881.350 | 2328233 | 105 van | 1620000 1152080 1677003 ) 1008 0%
35 500,000 | 5.845403 | 307,200 | 3,180,217 | 1,008,130 | 2388450 | 1415070 | 1647567 | 1180840 17001080 1020830
36,000,000 | 5725000 | 3435000 | 3,235,000 | 1038000 | 2381687 1435000 | 1075000 | 1 185000 | 1725000 [ 035000
Y6.500000 | 5804517 | 3402710 | 3,200,800 | 1061880 | 2424003 | 1454030 | 7002,41 | 1 201460 | 1 74D B67 | 1 a0 300
37,000.000 | 6,004,033 | 3830420 | 3.914,503 | 1,000,750 | 2450100 [ 1474000 | 2.029.067 | ) 217.830| 1772017 | 1069750
37.500.000 | 6063.550 ] 3.578,130 | 3,380,383 ] 2018830 | 2481317 | 1404700 | 2087300 | 1334380 | 1 /9683 | 1 078130
30.000.000 | B.043.050 | 3.625.830 | 3.404,187 | 2042800 | 2834833 [ 1814720 | 2084717 | 1250030 | 1920033 | 1007500
M500,000 | 8,122,567 [ 3073040 | 3440087 | 2088300 | 2887700 193880 | 2492150 1.207.200 | 1.044.000 | 1 108 080
30,000,000 | 8,202,083 | 3,721,250 | 3483,750 | 2008250 [ 2590087 | 1584580 | 2938583 | 1283750 vesets0| o 121,250 |
Mn.sonooo | 8.2ei.800 | 37ea080 | 3s:ss0] 242130 2824083 | 1srasio | 2veren ] vaeem0] vesrnir | 1 asa
40,000,000 1 a.381,017 | 3pre670 | 3583333 | 2,180,000 | 2857400 | 1 504440 | 2004450 1316670 1,018,667 | 1,160,000
40.500.000 | 8440833 ] 3864380 | 3820133 | 217880 | 2800833 | 1814200 zoaieen| 1330030 14081 11k 3E0
41000000 ] 8520153 ] 3012000 | 3672017 2200750 2738850 | e o] rmeaca| 1 adpses| teecsen| 1178 me0
41500000 ) a5e0es0 | 3950790 | annni7| 2230830 | 2.757.007 | 1854240 2376731 ] 1366040 | 1608.550 | 1,193.130
42,000,000 | 6,679,167 | 4,007,500 | 3,762,500 | 2,257,500 | 2.700.263 | 1.674.170 | 2.304.167 | 182,500 | 2,012,500 | 1207500
47500000 | 8750803 4058210 | 2807,300 | 2.284300 | 203500 | 1.884.100 | 2339 800 1300880 | 2038467 | 1231000
43000000 | 0,030,200 [ 4,102,020 | 082000 | 2311250 | 2080717 | 1 714030 _ 2,380,000 I'.“'i.ﬂﬂ' 2040417 .'.il_‘ﬂ
43500000 | 817717 ) 4150830 [ 3808060 | 2338130 | 2800803 | 1,733,980 | 2308467 [ 1431880 | 2084383] 129080
44.000.000 | 8807317 | 4990330 | 3041067 | 2385000 | 2623150 1783800 2413881 | tae0330| 2108233 1.24% ooo
44,500,000 | 7,070,733 | 4240040 | 008467 | 2300800 | 2958387 | 1.773.020 | 244017 | 1A TO0 | 2132000 | 1,270,300
450010000 | 1,156,050 | 4,303,750 | 4,001,350 | 2,410,750 | 2,000,503 | 1.703,750 | 2488750 | 1401350 | 2.156.250 | 1 200 750

Tube! gl 2004
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- L AMPIRAN VI
Digital Repository Universitas Jenity&i

s T PERNYATAAN

Yang berands 'angan dibawah inj -

MNarmg
Alamal ruman .
MIP Mo, Pakok Pagawai*)

© Dalam hal ini bertindak  dalgm jabalannya selaky bnndimmb‘pﬁnmrﬂ! 08fi pagawal pads
T e T =N,

In:1ar|=5h"piaru=ahun‘j. seessni. bBNWA berdasarkan Surat
Kuasa lerfarggal IR PR SRR o 7 £

Nama

Alamal rumah

NIP. /N0 Pokak Pegawal")
Jabalan

Of il e

Dengan in menyalakan dangan sesungguhnya , bahwa dafam fangks memanuhi kewajiban
Fember Kuasa kepada PT, Bank Pembangunan Qawrah Jadg Timur berupa Bembayarun engeuran

huisng pokek barky bungs dan cency lunggaken ates kred yang citerimanys, kaml bersedla untuk
melakukan -

| Pemolongan gajl dan / afay lunjangan - lunjangan fang Demubungan dangan pangkatjabatan
Pemben Kuasa pads Inﬂlﬂdwansuhm‘] kami  bekeda  saliap bulan  minmal Rp

2. Penyeloran Jumiah vang  dimaksyd Pada bulir 1 dialas Pada rekaning Tnhungnnfrekamng
pinfaman ) alas  namg e, S R = Namar
N hends Tt ST Py s Yang ada d PT pank Pambangunan Dagrah Jawa Timur Kanior
N T R I o Sebagal pembayaran angsuran hulang pokok gar
denda funggakan alas kradit yang diterimg oleh Pemberi Kuasa
3 Pemolongan dar| hagil penghasilan ataypun hak-hak yang timou dalam

benlus apapun luga lanpga
RBCUEN yang manjad hak dan yang akan' diterimg Pember Kuasa sehubungan apabil dkemucdian

her lered) mutagiiam Ulusan Hubungan Keifa (PHK) dan atay Penslun Dint lerhadap Pember| Kyasa
unluk palunasan SelUruh hutang pokok ditambah bunga sert biaya-biaya lainnya yang terhutang

Jemiklaniah Sural Pernyataan Inl dibual dangan sebanarnya

Lumajang... .

Yang membyat pernyataan

Mengelahui |
Kepala InslanslfF'erusahaan"}

3

NIP) NIP.*) o
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LAMPIRAN VII

KUA

Yang beranca langan dibawah in] :
Nama By
Alarmal rumgh

................................

..................................

Femegang KTP Ng,
NIP./No. Pckak Pegawa
Pangkaljebalan
inslansifPerusahaan
Alamal

..................................
---------------------------------
..................................

...................................

Oengan in memoenkan kuasa dengan hak substitysi kepada :

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
CABANG LUMAJANG

KHUSUS
Unluk melakikan

1. Pamolongan gajl dan/atay lunjangan-tunjangan yang berhubungan dengan pangkal / [abglan Pemberl
Kussa pads Inglang| /Perusahsan *) pembed kussa bekers, sellap bulan minimal sebesar
HP { ke A AN R bbb 44 554

B CLLEE T

2. Pemolongan dari hasil Penghasiian alaupun hak-hak yang limbul dalam beniuk apapun |ugs
lanpa kecual yang menjad hak dan yang akan dilerima Pemben Kuasa sehubungan apabila ¢
kemudian har feradl mulasiPemutusan Hubungen Kerfe (PHK) dan atay Fenslun Din/ terhadap
Pember Kuasa unluk pelunasan seluruh hutang pokok ditambah hutang bunga serfa biaya-biaya
lalnnya yang lermutang,

3 Penulupan asurang Iwa Pembei Kuasa pada perusahaan Asurang yang ditunjuk oleh Panerima

Kuasa dengan Jangka wakiu pertanggungan sasual [angka waktu kradit butir 1 diaias berikuy premi
asurans! manjad beban kewajiban Pember kuasa’

Sural Kuasa ini fidak dapal dicabut kemball dan idak akan berakhir karena sebab-sebab yang dilentukan
pasal 1813 dan 1816 KUH Perdalg . Mmelainkan hanya, akan berakhic apabila fimiah hutang pokok

senkut bunga dan denda lunggakan alas kredt yang Pemberf Kuasa lerima telah dinyatakan lunas cleh
"T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,

Demikian  Surat Kuasa Ini  kaml bual  dengan sebenarnya

untuk  dipergunakan
abagalmana me slinya

Lumajang, .
Penerima Kuasa Permban Kuass
PT. BANK FEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
CABANG LUMAJANG
M aleral
Rp. 6000,
H.SAB|' 5 AKSONO o Wi
Pemimpin Gabang

Pany. Pemasaran
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LAMPIRAR VIII

Hal . Rekcmandasi

Kepada Yih.
Femimpln Caba ng

PT. Bank' Pembangunan Daerah
Jawa Tlmuyr
dl

LUMAJANG.

Cengan hormat,
Senubungan dengan Pengajuan pinfaman/Kredit Mulliguna alas namg
Nama
Alamal
Gol./Pangrat
Jabalan

Instansl/<aniar
Alarmal Kenlor

fl pamohon tersebut didtas can sgjayn WeNENang yang
03 pada pejabal dsinl, dengan Inl kam d ‘ @dn selanjutnya kami [kt bertanggung
dWal @lag Penysiesalan Pangembalan Kradit sampal lunas,

i B

b
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LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 10 TAHUN 1998
TENTANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992

Menimbang: a.

Mengingat:

—_

TENTANG PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakac Indonesia
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;

bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang
senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan
yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, di-
perlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;

. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya

beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan
jasa, diperlukan penyesuaian rerhadap peraturan perlUndang-Undangan
di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan,

bahwa berdasarkan pertimbangan ctersebue pada huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ di acas, dipandang perlu mengubah Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-Undang;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran
Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2865);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3472)
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.

Pasal |
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagai berikur:

|. Ketentuan Pasal 1 diubah, schingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

I, Perbankan adalah segala sesuacu yang menyangkur tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serca cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

usahanya;

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpenan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan caraf hidup rakyat banyak;

5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran;
4. Bank Perkreditan Rakyar adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya ridak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan
perjanjian penyimpanan dana dalarm bentuk giro, deposito, setifikat deposito, tabungan
dan atau benruk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

w M

6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapac dilakukan seciap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan
pemindahbukuan;
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Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilukukan pada waktu
tertencu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yvang sertifikac bukei
penyimpanannya dapat dipindahtangankan;

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapar dilakukan menuruc
syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cck, bilyet giro,
dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan 1eu;

. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sckuritas kredit,

atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suaru kewajiban dari penerbit,
dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

- Kredit adalah penyediaan vang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan iy,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjum-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka wakrtu tertentu dengan pemberian bunga;

. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan wang atau tagihan vang

dipersamakan dengan itu berdasarkan perserujuan atau kesepakatan antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan vang
atau tagihan tersebur setelah jangka wakeu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;

. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank

dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha,
arau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan
berdasarkan prinsip bagi hasil (mudbarabah), pembiayaan berdasarkan prinsip
penyertaan modal (musharakab), prinsip jual beli barang dengan memperoleh
keuntungan (murabahab), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa
murni tanpa pilihan (yarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan
atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (farah wa igrina);

. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau konerak ancara

Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum vang bersangkutan tdak
mempunyai hak kepemilikan atas harca rersebut:

. Wali Amanat adalah kegiaran usaha yang dapart dilakukan oleh Bank Umum uncuk

mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank
Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan;
Nasabah adalah pihak yang mengunakan jasa bank;

. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam

bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian
bank dengan nasabah yang bersangkuran;
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19. Kancor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada
kancor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di
mana kantor cabang tersebur melakukukan usahanya;

20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang berlaku;

21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang berlaku;

22. Pihak Terafiliasi adalah:

a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan
bank;

b. anggota pengurus, pengawas, pengelola arau kuasanya, pejabar atau karyawan
bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan
perUndang-Undangan yang berlaku;

¢. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai,
konsulean hukum, dan konsulcan lainnya;

d.’ pthak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan
bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga
pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus:

23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank
dalam rangka pemberian fasilicas kredit acau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

24, Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga,
atau skim lainnya;

25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap
mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya
dengan atau tanpa melikuidast;

26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank acau lebih, dengan cara mendirikan

bank baru dan membubarkan bank-bank tersebur dengan atau tanpa melikuidasi;

- Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suacu bank;

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai

nasabah penyimpan dan simpanannya.”

b a
oo ~J

2. Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 Huruf m diubah, schingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi
sebagai berikut:
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"Pasal 6

m.menyediakan pembiayaan dan ataun melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

4. Ketentuan Pasal 7 huruf ¢ diubah, sehingga Pasal 7 huruf ¢ menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"pasal 7

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengacasi akibar kegagalan
kredit atan kegagalan pembiayaan Derdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarar harus
menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia; dan”

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, schingga Pasal 8 selurubinya menjadi berbunyi sebagai
berikuc:

"Pasal 8

(1)Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank
Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam acas itikad
dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuat dengan yang diperjanjikan.

(2)Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.”

6. Ketentuan Pasal 11 ayac (1) dan ayac (3) diubahy, serta menambah ayat bara di antara
ayat (4) dan ayac (5) yang dijadikan ayac (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (3),
dan ayar (4A) menjadi berbunyi sebaga berikue:

"Pasal 11

(1)Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi
surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapac dilakukan oleh bank kepada
peminjam atau sekelompok peminjam yang terkair, termasuk kepada perusahaan-
perusahaan dalam kelompok sama dengan bank vang bersangkutan,
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3yBank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi
surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapar dilakukan oleh bank kepada:

a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh per seratus) atan lebih dari modal
disetor bank;

anggota Dewan Komisaris;

anggota Direksi; _

keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢;
pejabat bank lainnya; dan

perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e.

eI - VO o R -

(4A)Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank
dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah sebaga mana diacur dalam ayar (1), ayac (2), ayac (3), dan ayac (4).

7. Kerentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 12

(1)Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyac banyak
melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank
Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum.

(2)Ketentuan mengenai kerja sama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjur dengan Peracuran Pemerintah.”

8. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A,
yang berbunyi sebaga berikut:

"Pasal 124

(DBank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan
maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik
agunan atau berdasarkan kuasa uncuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan
dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan
ketentuan agunan yang dibeli tersebue wajib dicairkan secepatnya.

(2)Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana
dimaksud dalam ayac (1) diacur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
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9. Ketentuan Pasal 13 huruf ¢ diubah, schingga Pasal 13 huruf c menjadi berbuayi
sebagai berkut:

"Pasal 13

¢. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditecapkan oleh Bank Indonesia.”

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, schingga Pasal 16 seluruhnya berubah menjadi sebagas
berikut:

(1)Setiap pihak yang melakukan kegiacan menghimpun dana dar masyarakar dalam
bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagar Bank Umum
atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diacur dengan 1 Indang-Undang tersendiri.

(2)Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam ayac (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya rencang:

susunan organisasi dan kepengurusan:
permodalan;

kepemilikan;

keahlian di bidang perbankan;
kelayakan rencana kerja.

ponope

(3)Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayae (2)
ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

1. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyr sebagai
berikut;

"Pasal 14

1)Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapac dilakukan dengan izin Pimpinan
Bank Indonesia.

2)Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kanror lainnya di luar
negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indone-
sia.

3)Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum waijib dilaporkan terlebih
dahulu kepada Bank Indonesia.
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(4)Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayar (2), dan ayar (3) ditecapkan oleh Bank Indonesia.”

[3. Ketentuan Pasal 19 diubah, schingga Pasal 19 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 19

(I)Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan
1zin Pimpinan Bank Indonesia.

(2)Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

14, Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga Pasal 20 ayac (1) menjadi berbuny
sebagai bertkut:

"Pasal 20

(1)Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dan
suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin
Pimpinan Bank Indonesia.”

I5. Ketentuan Pasal 21 ayac (1) diubah, schingga Pasal 21 ayar (1) menjadi berbunyi
sebagai berikut:

"Pasal 21

(1)Bentuk hukum suacu Bank Umum dapat berupa:

a. Perseroan Terbatas;
b. Koperasi; atau
¢. Perusahaan Daerah.”

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi becbunyi sebagai
berikut:

“"Pasal 22

(1)Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia: atau
b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara
asing secara kemitraan.
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JKetentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 26

)Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.

JWarga Negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau
badan hukum asing dapat membeli saham Bank Uimum, baik secara langsung dan
atau melalui bersa efek.

)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayac (2) diatar lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.”

. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 27

rubahan kepemilikan bank wajib:
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayar (3), Pasal 22, Pasal
23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan
dilaporkan kepada Bank Indonesia.”

). Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 ayat (1) menjadi berbunyi
sebagai berikut:

*Pasal 28

)Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapar izin Pimpinan Bank
Indonesia.”

). Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 29

)Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
)Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan
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modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuidicas, rentabilicas, solvabilitas, dan
aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan
usiha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan
kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank
dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(DUnruk kepentingan nasabuah, bank wajib menyediakan informasi mengena
kemungkinan cimbulnya risiko kerugian sehubungan dengan crasaksi nasabah yang
dilakukan melalu bank.

(5)Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat
(3), ayac (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

21, Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 31
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun

setap waktu apabila diperlukan.”

22. Menambah ketentuan baru di ancara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal
31A, yang berbunyi sebagai berikue:

"Pasal 31 A

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan acas nama Bank Indone-
sia melakukan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31."

25. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

24, Ketentuan Pasal 33 diubah, schingga Pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 33

D Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A
bersifar rahasia.

2)Persyaracan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan
Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
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5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut

"Pasal 37

[)Dalam hal suatu bank mengalami kesulican yang membahayakan kelangsungan
usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

a.
b.

c.

pemegang saham menambah modal;

pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan arau Direksi bank:

bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;

d. bank melakukan merger atau konsulidasi dengan bank lain:

1

bank dijual kepada pembeli yang bersedia men gambil alih seluruh kewajiban:

bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak
lain;

bank menjual sebagian atau seluruh harea dan acau kewajiban bank kepada bank
atau pihak lain,

) Apabila:

a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengacasi

b.

kesulitan yang dihadapi bank; dan atau

menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapar membahayakan
sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabuc izin usaha bank dan
memerintahkan Dircksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapar Umum
Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim
likuidasi.

)Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapac umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud dalam ayac (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada

pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum

b
P

B

ank, penunjukan cm likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan
craturan perUndang-Undangan yvang berlaku.”

Menambah 2 (dua) ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 vaug dijadikan
Pasal 37A dan Pasal 378, yang masing-masing berbunyi sebagai berikur;

"Pasal 37A

)Apabila menurut penilaian Bank Indonesia rterjadi kesulican Perbankan yang
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membahayakan pé're'l;nnﬂmisfn nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerincah
setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyac Republik Indonesia dapat
membentuk badan khusus yang bersifar sementara dalam rangka penyehatan perbankan

(2)Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayac (1) melakukan program penyehatan
terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada
badan dimaksud.

(3)Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus
sebagaimana dimaksud dalam ayuat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayar (1) serta wewenag lain yaitu:

W,

b.

d.

=

mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham
termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;

mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris
Bank;

. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan aras kekayaan milik

atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak
mana pun, baik di dalam maupun di luar negeri;

reninjau ulang, membacalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang
mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut perrimbangan badan khusus
merugikan bank;

. menjual atau mengalibkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang

saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung
maupun melalui penawaran umum;

menjual atan mengalibkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya
kepada pihak lain, tanpa memerlukan perserujuan Nasabah Debitur,

mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;
melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui
pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasci dengan penerbitan Surat
Paksa:

melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi
hak bank yang dikuasai olch pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat
negara penegak hukum yang berwenang;

melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang
diperlukan dari dan mengenai bunk dalam program penychacan, dan pihak mana
pun yang cerlibac artau patut diduga terlibac, acau mengetahui kegiatan yang
merugikan bank dalam program penyehatan tersebur;

menghitung dan menecapkan kerugian yang dialami bank dalam program
penychatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang
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bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau
kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut
akan dibebankan kepada yang bersangkutan;

m.menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham
bank dalam program penyehatan;

n. melakukan tindakan lain yang diperlukan uncuk menunjang pelaksanaan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.

4)Tindakan penychatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-Undang ini.

5)Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayac (1), bank dalam
program penyehatan wajib memberikan segala kererangan dan penjelasan mengenas
usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas
yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka
memperoleh keterangan, dokumen dan penjelasan yang diperlukan bank dimaksud,

6)Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayac (3) huruf k wajib memberikan
keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.

(7)Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan
kegiatan kepada Menteri Keuangan.

(8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus relah menyelesaikan tugasnya,
Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut.

(9)Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal int diacur lebih lanjur dengan
Peraturan Pemerintah.

“Pasal 378

(1)Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang
bersangkutan.

(2)Untuk menjamin simpanan masyarakat yang disimpan pada bank sebagaimana
dimaksud dalam ayac (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

(3)Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayac (2) berbentuk badan
hukum Indonesia.

(4)Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakar dan Lembaga Penjamin Simpanan,
diatur lebih lanjur dengan Peraturan Pemerintah.”

27. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

“"Pasal 40

(1)Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya,
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kecuali dalam 1&]"3&3&gaimaﬁa di_maﬁsd/d Ldalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal

43, Pasal 44, dan Pasal 44A. -
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”

28. Ketentuan Pasal 41 ayac (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi
sebagai berikuc:

(D Uneuk kepentingan perpajakan, Pinpinan Baonk Indonesia atas permintaan Mencert
Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan
keterangan dan memperlihackan buko-buke terculis serea surat-surat mengenai keadaan
keuvangan Nasabah Penyimpan tertencu kepada pejabat pajak.”

29, Menambah ketentuan baru di ancara Pasal 41 dan 42 yang dijadikan Pasal 41A, yang
berbunyi sebagai berikue:

"Pasal 41A

(DUntuk penyelesatan piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indone-
sta memberikan 1zin kepada pejabac Badan Urusan Plutang dan Lelang Negara/Panitia
Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan
Nasabah Debitur.

(2)1zin sebagammana dimaksud dalam ayae (1) diberikan secara tertulis atas permintaan
tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang
Negara.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayac (2) harus menyebuckan nama dan
jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang
Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkuran dan alasan diperlukannya
keterangan,”

30. Ketentuan Pasal 42 diubah, schingga Pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 42

(D) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat
memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari
bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

(2)1zin sebagaimana dimaksud dalam ayac (1) diberikan secara certulis atas permincaan
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terculis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Makamah
Agung.

JPermintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan
jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya
keterangan dan hubungan perkara pidana yang Dersangkutan dengan keterangan
yang diperlukan.”

. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijudikan Pasal
42A, yang berbunyi sebagai berikur;

"Pasal 42 A

wnk wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A

n Pasal 42."

3

. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal
44A, yang berbunyi sebagai berikur:

"Pasal 44A

JAtas permintaan, perserujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara
tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan
pada bank yang bersangkuran kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan
tersebut.

)Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari
Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai
simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.”

3. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayar (1) menjadi berbunyi
sebagai berikut:

"Pasal 46

)Barang siapa menghimpun dana dari masyarakac dalam bentuk simpanan tanpa izin
usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

i. Ketentuan Pasal 47 diubah, schingga Pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:
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"Pasal 47

)Barang siapa tanpa membawa perincah terculis atau izin dari Pimpinan Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan
sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) rahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp
200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

JAnggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang
dengan senggaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menuruc Pasal 40,
diancam dengun pidana penjara sekurung-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4
(empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal
4T7A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 47A

nggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak
emberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424
n Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sckurang-kurangnya 2 (dua) rahun dan
ling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangaya Rp 4.000.000.000,00
mpat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar
piah).”

). Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikur:

"Pasal 48

JAnggota Dewan Kornisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja udak
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayac (2), diancam dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) rahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta
denda sckurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

)Anggata Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan
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keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan
ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayar (2), diancam dengan pidana sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-
kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satcu miliar rupiah) dan paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

37. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 scluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 49

(1)Anggota Dewan Komisaris, Dircksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukaan acau
dalam laporan, maupun dalam dokumen atau dalam laporan, kegiacan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan arau menyebabkan ridak dilakukanya
pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen acau
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

¢. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan
adanya suatu pencatatan dalam pembukuan arau dalam laporan, manpun dalam
dokvmen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,
atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan
atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya lima (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serca denda
sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling
banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua racus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Dircksi atau pegawai bank yang dengan sengaja;

A. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suary
imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk
keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka
mendapactkan atau berusaha mendapatkan untuk orang lain dalam memperolch
uang muka, bank garansi, atau fasilicas krediv dari bank, atau dalam rangka
pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek,
dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan
persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi
batas kreditnya pada bank;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keraatan
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bank terhadap q\g:r%ltgne @RlsnLt?r%anng}}/lgarnsglt%? d\gne rllt]:gnetﬂan peraturan

perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana
penjara sckurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta
denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp 100.000.000.000,00 (seracus miliar rupiah).”

8. Ketentuan Pasal 50 diubah, schingga Pasal 50 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikue:

"Pasal 50

Mthak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan
intuk memastikan keraatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan
eraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana
enjard sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta
lenda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima milliar rupiah) dan paling banyak
p. 100.000.000.000,00 (seracus milliar rupiah),

0. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal
50A, yang berbunyi sebagm berikut:

"Pasal 50A

‘emegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komusaris, Direksi, atau
egawal bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan
vank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kecaatan
ok terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-
indangan lainnya yang berlaku bagr bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-
rangnya 7 (cujuh) tahun dan paling lama 15 (ima belas) tahun serta denda sekurang-
caurangnya Rp  10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp
00.000.0000,000,00 ( dua ratus miliar rupiah).”

10. Ketentuan Pasal 51 ayac (1) diubah, sehingga Pasal 51 ayac (1) menjadi berbunyi
sebagai berikue:
"Pasal 51

ITindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47. Pasal 47A, Pasal 48
ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.”
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i1. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 seluruhnya berbunyi sebagai berikur:

"Pasal 52

1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan
sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang ini, acau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut
izin usaha bank yang bersangkutan.

2)Sanksi adminiscrarif sebagaimana dimaksud dalam ayar (1), ancara lain adalah:

a. denda uang;

b. teguran rerculis:

¢. penurunan tingkar kesehatan bank;

d. larangan untuk turut serca dalam kegiacan kliring;

e, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang rertentu maupun
untuk bank secara keseluruhan;

f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkar pengganti
sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi
mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dan dafear orang
tercela di bidang Perbankan.

3)Pelaksanan lebih lanjut mengenai sanksi adminiscratif ditetapkan oleh Bank Indone-
sia.”

2. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 scluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 55

ank yang telah memiliki izin usaha pada saac Undang-Undang ini mulai berlaku,
inyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini."

3. Menambah ketentuan baru di ancara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal
59A, yang berbunyi sebagai berikuc:

"Pasal 59A4

adan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang teluh ada sebelum
erlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.”
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"Pasal 11

1. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Peraturan tencang Usaha Perkreditan yang
Diselenggarakan oleh Kelurahan di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksbblaad dari
Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

I
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